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 Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Dinas Koperasi  Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 dapat 

diselesaikan dan disampaikan dalam upaya memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja,  Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

tahun 2021 yang meliputi analisis maupun Perjanjian kinerja yang pada dasarnya merupakan 

capaian rencana kinerja yang akan diwujudkan oleh para pejabat pada setiap tahunnya. Realisasi dan 

perjanjian kinerja inilah yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang obyektif dalam proses 

penyusunan LAKIP. kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk 

memperbaiki serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan, maupun optimalisasi peran dan 

peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah pada tahun‐tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja 

Pemerintah Provinsi Maluku pada umumnya. 

Ambon, Februari 2022 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

1.1  Gambaran Umum Organisasi 

Dalam   organisasi   pemerintahan,   akuntabilitas   merupakan   kewajiban   

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari  Peraturan 

Pemerintah Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  

Pemerintah. Selanjutnya  secara  implementatif  untuk  mengatur  hal  dimaksud  

diterbitkan  regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dinas Koperasi  Usaha  Kecil dan  Menengah  Provinsi Maluku merupakan salah 

satu unsur Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka membantu tugas daerah, 

melaksanakan program pembangunan untuk kesejahteran. Koperasi yang kuat dan 

mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan serta untuk mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan Peraturan 

Gubernur Maluku Nomor 19  Tahun 2019 tentang kedudukan dan tugas dan fungsi 

susunan organisasi dan tata kerja  Dinas daerah Provinsi  berikut ini bagan struktur 

organisasi Dinas Koperasi dan UKM provinsi Maluku. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 19 Tahun  2019  tentang  kedudukan 

dan tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja  Dinas daerah Provinsi  sesuai maka 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah akan Melaksanakan koordinasi bersama 

antar pelaku pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam wilayah 

Provinsi Maluku, yang berdaulat atas gugus kepulauan, serta Menjalin terciptanya 

integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi 

pemberdayaan Koperasi,Usaha  Kecil dan Menengah, baik antar Provinsi dan 

Kabupaten/Kota maupun ditingkat pusat, guna menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta pelaporan. 

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai 
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ditetapkan dalam Peraturan Daerah Gubernur Provinsi Maluku Nomor 26 Tahun 2016 , 

Dinas Koperasi  Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku menyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dan program/ kegiatan 

melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan 

fungsinya. Sumber dana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku 

untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2021 berasal dari APBD Provinsi 

Maluku Tahun Anggaran 2021. 

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan 

pelayanan yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku 

dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran di tingkat Pemerintah Provinsi 

Maluku Tahun 2021. Indikator kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang 

dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan 

meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Provinsi 

Maluku, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar 

Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku 

Tahun 2021. Metode penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Maluku secara umum mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja sasaran Dinas Koperasi  Usaha  

Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Tahun 2021 ini menggambarkan indikator kinerja 

output utama (grand output) atau outcome pada program/ kegiatan yang dilakukan Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku selama Tahun 2021 sesuai dengan 

penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Tahun 2021.  

Komposisi Pegawai Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku Sampai dengan  tahun 2021, 

jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku  

sebanyak 63 orang dengan komposisi sebagai berikut : 
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TABEL 1 

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT 

DAN GOLONGAN 

N0. JABATAN 
GOLONGAN 

JUMLAH 
I II III IV 

1 KEPALA DINAS     I 1 

2 SEKRETAIS  DINAS     1 1 

3 KEPALA BIDANG/ UPTD     6 6 

4 KASUB/KEPAL SEKSI    35 2 17 

5 FUNGSIONAL UMUM/ STAF  1 3 34 10 38 

JUMLAH 1 3 49 10 63 

% Terhadap Jumlah Pegawai  1.6% 4.8% 77,8*% 15,9%  

 

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi maluku  sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut 

: 

TABEL 2 

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

Sumber data : Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku 

N0 JABATAN 
KUALIFIKASI 

PENDIDIKAN 

  JUMLAH 

 S2 S1  D3  SLTA  SD  

1 Kepala Dinas    1       1 

2 Sekretais  

Dinas  

 1        1 

 

3 

KEPALA 

BIDANG/ 

UPTD  

 3 3       6 

 

4 

 

Kasub/kepala 

seksi  

 7 9  1     17 
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BAGAN. I 

   STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI  UK M 

PROVINSI MALUKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku 

   

Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku terdiri dari : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 
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3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri dari : 

a. Seksi Kelembagaan dan Perizinan; 

b. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan 

c. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan penilaian Kesehatan; 

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terdiri dari : 

a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; 

b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi 

c. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi 

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri dari : 

a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil; 

b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil; 

c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari : 

a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah; 

b. Pengelola Dana Bergulr Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah 

c. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

8. UPTD Balai Diklat KUMKM 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

bertugas membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di 

bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha kecil dan menengah 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha 

kecil dan menengah; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha 

kecil dan menengah; 
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan 

perkoperasian, usaha kecil dan menengah; 

d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

9. UPTD Pengelola Dana Bergulir KUMKM 

Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertugas 

membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di 

bidang pengelolaan dana bergulir koperasi, usaha kecil dan menengah. 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dana bergulir koperasi, usaha 

kecil dan menengah; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dana bergulir koperasi, usaha 

kecil dan menengah; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dana bergulir 

koperasi, usaha kecil dan menengah; 

d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengahterkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

10. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM 

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

bertugas membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang di bidang pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha kecil dan 

menengah.menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha 

kecil dan menengah; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha 

kecil dan menengah; 



 

7 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha terpadu 

koperasi, usaha kecil dan menengah; 

d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku memiliki 

peran strategis dalam pengembangan Koperasi dan UKM yang nantinya akan 

berdampak kepada peningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun peran strategis 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sebagai berikut : 

 

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan 

kualitas usaha koperasi 

2. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM dalam menghadapi era 

ekonomi global 

3. Meningkatkan usaha koperasi sector riil dan usaha simpan pinjam koperasi 

sehingga berdampak pada peningkatan anggota koperasi 

4. Meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing UMKM 

5. Mengembangkan produk unggulan daerah yang dikelola koperasi 

Peran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku  juga 

tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dinyatakan bahwa perkembangan indicator urusan koperasi, usaha kecil dan 

menengah dimana untuk persentase koperasi aktif selalu mengalami peningkatan 

yang berindikasi kepada adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap 

gerakan koperasi dalam bentuk bertambahnya jumlah anggota, modal serta Sisa 

Hasil Usaha (SHU) sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Maluku. 

 

 

1.3 PERMASALAH STRATEGIS ORGANISASI 

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum 
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didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga 

kinerja KUMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja KUMKM tersebut 

disebabkan terutama oleh keterbatasan kemampuan KUMKM dalam bidang 

manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi 

kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan 

lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakseskan 

berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, 

informasi, teknologi, pasar dan faktor produksi. 

Permasalahan lain yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih 

kurang mendukung yang disebabkan, antara lain, oleh 

 (1) Keadaan Pedami Covid 19 yang menerpa seluruh bangsa didunia secara 

khusus di daerah Maluku sehingga perkembangan UMKM mengalami 

kendala yang cukup siknifikan  

 (2) Lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan 

UMKM; dan 

 (3) Masih munculnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk 

pengenaan pungutan-pungutan baru kepada Koperasi dan UMKM sebagai sumber 

pendapatan asli daerah. 

Masih terbatasnya sumber daya financial juga merupakan masalah utama bagi 

usaha mikro.Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum 

dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana. Oleh karena itu, usaha 

mikro ini sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan. 

Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pengembangan koperasi adalah masih 

belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang 

memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan 

badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik 

berkoperasi yang paling benar (best practices).Bersamaan dengan masalah 

tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan, terutama yang 

ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi 

perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi. 
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1.4 Maksud dan Tujuan 

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

atas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan 

berbagai program dan kegiatan di tahun 2021. Adapun tujuannya adalah Pertama, 

laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Maluku untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada 

seluruh stocholders. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian 

kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku  sebagai 

upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.  

 

1.5 Isu-Isu Strategis 

Dalam melaksanakan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Maluku  dalam upaya meningkatkan sektor 

perekonomian di tengah masa Pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak 

signifikan terhadap melemahnya kondisi keuangan dan perekonomian daerah. 

Terutama bagi Pelaku usaha  kecil, dan menengah (UKM) menjadi pihak yang 

cukup berdampak paling besar dari wabah Covid-19. Pembatasan sosial dan ruang 

gerak masyarakat serta protokol kesehatan yang sangat ketat menjadi penyebabnya, 

sehingga banyak pelaku UKM mengeluh pendapatannya menurun sangat 

signifikan akibat pandemi Covid-19. Keberadaan gerakan Koperasi dan UKM juga 

menglalami persoalan berat, oleh sebab itu gerakan Koperasi dan UKM perlu 

mendapat perhatian oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Koperasi dan 

UKM berbagi strategi diterapkan dapat diandalkan sebagai penggerak roda 

perekonomian agar mampu menghambat lajunya angka pengangguran, serta 

menekan lajunya angka kemiskinan. 

2 Sistematika Penyajian 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum Organisasi 

Bagaian ini menjelaskan tugas pokok, wewenang dan fungsi dari Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku 

a. Uraian tentang kebijakan-kebijakan pokok serta isu-isu strategis yang menjadi 

https://www.detik.com/tag/covid_19
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perhatian dari Dinas Koperasi  Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku 

b. Sistematika Penyajian 

 

BAB II RENCANA STRATEGIS 

A. Rencana Strategis 

1. Visi 

Bagian ini menguraikan secara ringkas visi Gubernur dan Wakil Gubernur 

yang akan diwujudkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Maluku 

2. Misi 

Bagaian ini menjelaskan secara ringkas misi Gubernur dan Wakil 

Gubernur yang akan diwujudkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Maluku 

3. Tujuan, Sasaran dan Cara pencapaian 

Uraian tentang tujuan, sasaran dan cara pencapian atas visi dan misi di 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dijelaskan pada bagian ini. 
 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

a. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja atas kegiatan tahun 2021 Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dijelaskan pada bagian 

ini. 

b. Evaluasi dan Analis Kinerja 

Evaluasi dan analitik kinerja diuraikan pada bagian ini. 

c. Kinerja Keuangan 

Penjelasan kinerja keuangan atas pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi Usaha  

Kecil Menengah Provinsi Maluku diuraikan dalam bagian ini. 

 

BAB IV PENUTUP 

Kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting diuraikan bahwa berdasarkan 

pertimbangan dan Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala 

dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi 

pemecahan masalah. 
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 BAB II  

PERENCANAAN 

 

2.1      Rencana Strategis (RENSTRA) 

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan 

berkesinambungan  dengan  memperhitungkan  potensi,  peluang  dan  kendala  yang  ada 

atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya 

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,  Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program 

dan Kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku  Tahun 

2019- 2024  merupakan  amanat  dari  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  

Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Renstra  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro 

Perovinsi Maluku  disusun dari hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019- 2024  dan telah 

disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku. 

Renstra  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro Perovinsi Maluku  dirumuskan  dalam  

rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra  Dinas  

Koperasi  dan  Usaha  Mikro Perovinsi Maluku   Tahun 2010-2024 memuat visi, misi, 

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro 

Perovinsi Maluku  dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program RPJMD 

Pemerintah Provinsi Maluku 2019-2024. 

  Visi Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 yakni  

 

“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani,                                               

Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ” 

Pernyataan visi diatas mengandung makna sebagai berikut :  

Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, mengandung makna : 

Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk 

praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani 

masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku. 
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a. Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan bermakna: 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta 

seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk 

menjamin peningkatan kesejahteraan masayarakat dan memperkecil kesenjangan 

sosial dan ekonomi  masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Maluku. 

b. Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan memiliki makna : 

Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, 

dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat maluku. 

Untuk menuju pencapaian Visi diatas, maka Misi pembangunan daerah Provinsi 

Maluku periode 2019-2024, ditetapkan sebagai berikut : 

Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani 

a. Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi  yang ingin dicapai, 

baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, 

optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang 

intensif. 

b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau 

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik 

guru maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta 

memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan 

terjangkau secara merata di seluruh wilayah Maluku. Demikian halnya 

dengan sektor kesehatan,  dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan 

ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan 

secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah 

kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap 

meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat. 

c. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah 
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kepulauan Maluku yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk 

kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan 

ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya 

alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah serta memperhatikan 

aspek keberlanjutan lingkungan serta adaptasi perubahan iklim dan mitigasi 

bencana.  

d. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau 

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan 

berbasis gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta 

ketersediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan 

berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku. 

2.2  Rencana Strategis Tahun 2021 

Rencana kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku 

untuk tahun 2021 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota 

organisasi di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis 

Tahun 2019 – 2024. 

Berdasarkan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019 – 2024  telah 

ditetapkan 2  Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut : 
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Tabel 3 

 Renstra Dinas koperasi dan UKM Provinsi Maluku 

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

 

NO 

 

Sasaran 

Indikator Kinerja 

Pembangunan 

Daerah 

 

Satuan 

Target Capaian Setiap Tahun 

2019 2021 2022 2023 2024 

 1 2 3 6 7 8 9 10 

 

 
Koperasi Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

      

 

 

 

I 
Meningkatkan 

pertumbuhan 

KOPERASI 

DAN UKM 

Persentase Jumlah 

Koperasi Aktif 
 

Persen 
 

64,99 
 

65,64 
 

66,30 
 

66,97 
 

67,64 

Persentase 

Koperasi 

berkualitas 

 

Persen 
 

16,92 
 

17,26 
 

17,78 
 

18,32 
 

19,06 

Pertumbuhan Usaha  

Kecil dan 

Menengah 

 

Unit 

 

56,788 

 

57,923 

 

59,081 

 

61,948 

 

63,806 

 

 

 

 

II 

 

 

Meningkatkan 

kemudahan 

berusaha bagi 

KOPERASI 

UKM 

 

 

 

 

 

       

Jumlah wirausaha 

baru 
Org 50 50 50 50 50 

Jumlah Koperasi 

dan 

UKM yang 

mendapatkan 

bantuan Perkuatan 

 

unit 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

  Sumber : Data Dinas koperasi dan UKM provinsi Maluku 
 
 

Terlihat pada tabel diatas ada  2 sasaran dan 5 indikator yang akan dicapai dalam 

kurung waktu lima (5} Tahun sesuai Renstraa pada Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Maluku. 

 

2.3.Rencana Kinerja 

 

Rencana kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Maluku untuk tahun 2021 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh 

OPD. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis 



 

15 

Tahun 2021-2024. Rencana  Kerja  Dinas Koperasi  Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Maluku melalui Pentahapan ; 

 

1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2021 

 

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Maluku berdasarkan tahapan-tahapan berikut ini: 

a. Penetapan sasaran strategis 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku mengidentifikasikan 

sasaran strategis yang ingin dicapai tahun 2021 seperti termasuk dalam rencana 

strategis, dengan memperhatikan Anggaran yang tersedia tahun 2021. Sasaran 

strategis ini meliputi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan 

pencapaian sasaran. Penetapan Program 

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Lampiran I Pengukuran Kinerja 

Kegiatan (PKK) diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan tahun 2021 

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

b. Penetapan Kegiatan 

 

         Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah Provinsi Maluku menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam tahun 

yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus di identifikasi 

indikator yang diharapkan sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian 

sasaran dan tujuan. 

c. Penetapan Target Kinerja 

 

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Maluku menetapkan target kinerja (kuantitif) untuk seluruh indikator kinerja, 

baik untuk tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan. Renja tahun 2021 Dinas 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku merupakan kesepakatan 

kinerja yang diwujudkan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan 

untuk tahun pertama. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku 

beserta jajarannya menetapkan 2  (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dengan 5 



 

16 

(lima)  indikator kinerja utama. 

 

Tabel 4 

RENCANA SASARAN  INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIN 

T A H U N  2021 

 
NO 

 
Sasaran 

Indikator Kinerja 

Pembangunan 

Daerah 

 
Satuan 

Target Capaian Setiap Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

 1 2 3 6 7 8 9 10 

 

 
Koperasi Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

      

 

 

 

I 
Meningkatkan 

pertumbuhan 

KOPERASI 

DAN UKM 

Persentase Jumlah 

Koperasi Aktif 
 

Persen 
 

64,99 
 

65,64 
 

66,30 
 

66,97 
 

67,64 

Persentase 

Koperasi 

berkualitas 

 
Persen 

 
16,92 

 
17,26 

 
17,78 

 
18,32 

 
19,06 

Pertumbuhan 

Usaha  Kecil 

dan Menengah 

 

Unit 
 

56,788 

 

57,923 

 

59,081 

 

61,948 

 

63,806 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

Meningkatkan 

kemudahan 

berusaha bagi 

KOPERASI 

UKM 

Jumlah 

wirausaha 

baru 

Org 50 50 50 50 50 

 

 

Jumlah Koperasi 

dan 

UKM yang 

mendapatkan 

bantuan 

Perkuatan 

 

unit 
 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 Sumber data : dinas Koperasi dan UKM Provmal 

 

 

d. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, UKM Provinsi 

Maluku   menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan 

kedalam program dan kegiatan pembangunan yang dikerjakan secara bertahap per 

tahun. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan 

Peningkatan kapasitas ekonomi, peningkatan kapasitas kelembagaan, penignkatan 
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sumber daya manusia dan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku,  Kebijakan dan 

Strategi Pembangunan di Provinsi Maluku mengintegrasikan Kebijakan Prioritas 

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan Kebijakan Prioritas 

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5 
Langkah-langkah Strategis Pencapaian Sasaran 

 
Sasaran Kebijaka

n 
Strategi Program Kegiatan 

Meningkatny

a kualitas 

koperasi dan 

UKM 

Peningkatan 

penyuluhan, 

pendampinga

n, diklat 

serta 

pengawasan 

Meningkat

kan tata 

kelola 

koperasi 

yang 

sesuai jati 

diri 

koperasi 

1. Program 
Peningkatan 

Kualitas 

Kelembagaa

n Koperasi 

 Pembenahan Koperasi 
Tidak Aktif 

 Pengembangan dan 

Peningkatan Data dan 

Informasi 

 Pembinaan 

Kelembagaan Koperasi 

 Pelatihan Perkoperasian 
bagi Generasi Muda 

 Pelatihan Penguatan 
Pengawasan bagi 
Pengurus/Pengawas 

Koperasi 

 Pelatihan Penguatan 
Kelembagaan bagi 

Pengurus Koperasi 

 Pelatihan Akuntansi 

Syariah berbasis IT bagi 
KSPPS/USPPS Koperasi 

 Pelatihan Akuntansi 

Bagi Pengurus dan 

Pengawas Koperasi 
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Sasaran Kebijakan Strategi Program Kegiatan 

  Meningkat

kan 

produktifit

as, 

manajeme

n usaha, 

permodala

n, 

pembiayaa

n anggota 

dan SDM 

pengelola 

dan 

pembina 

koperasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatk

an 

kompetensi 

manajerial, 

standarisasi 

dan 

perkuatan 

produk, 

akses 

pembiayaan 

dan 

pemasaran 

produk 

UKM 

2. Program 

Peningkata

n dan 

Pengemban

gan Daya 

Saing 

Koperasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Program 

Peningkata

n dan 

Pengemban

gan Daya 

Saing 

UMKM 

 Pembinaan Peningkatan 

daya saing Koperasi/KUD 
sektor Pertanian 

 Revitalisasi Usaha 
Koperasi Pertanian 

 Peningkatan Usaha Ritail 

Koperasi 

 Peningkatan peranan 

koperasi sektor aneka 

usaha 

 Peningkatan dan evaluasi 

permodalan koperasi 

 Pembinaan pengawasan 

dan pemeriksaan usaha 

simpan pinjam koperasi 

 
 Perkuatan produk UMKM 
 Peningkatan Gerakan 

Terpadu Pensejahteraan 

UMKM Sumatera Barat 

 Partisipasi Promosi produk 
UMKM 

 Sosialisasi dan koordinasi 

pendaftaran merk dan 

sertifikasi halal 
 Temu mitra UMKM 
 Peningkatan akses 

pembiayaan UMKM ke 

perbankan dan lembaga 

non bank 
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Meningkat

nya tata 

kelola 

organisasi 

Percepatan 

Proses SPJ, 

Pelaporan 

dan 

Meningkatk

an Kualitas 

Pelayanan 

di Internal 

Dinas 

Kehutanan 

Peningkatan 

Kinerja 

Dinas 

Koperasi, 

UKM pada 

Setiap 

Bidang dan 

Perencanaa

n Setiap 

Kegiatan 

yang Lebih 

Baik 

1. Program 
Pelayana

n 

Administ

rasi 

Perkanto

ran 

 Penyediaan Jasa Surat-

Menyurat 

 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 
 Penyediaan Jasa Jaminan 

Barang Milik Daerah 

 Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor, 

Pengamanan dan Sopir 

Kantor 

 Penyediaan Alat Tulis 

Kantor 

 Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/penerangan 

bangunan kantor 

 Penyediaan Barang Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

undangan 

 Penyediaan Makanan dan 
Minuman 

 Rapat-rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar dan 

Dalam Daerah 

 Penyediaan Jasa Informasi 

Dokumenter dan Publikasi 

 Penyediaan Jasa Pembinaan 
Mental dan Fisik Aparatur 

 Pengelolaan, pengawasan 
dan pengendalian aset 
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Sasaran Kebijakan Strate
gi 

Program Kegiatan 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber 

Daya 

Aparatur 

 

 

 
4. Program 

Peningkatan 

Pengembanga 

n Sistem 

Pelaporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Keuangan 

SKPD 
 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas 

Operasional 

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala peralatan 

dan perlengkapan kantor 
 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala gedung 
kantor 

 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Instalasi 

dan Jaringan 

 Pengadaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor 
 Pengadaan Meubelair 
 Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

 Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 

Kelengkapannya 

 Bintek Implementasi 

Peraturan Perundang-

undangan 

 Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

 Penatausahaan 
Keuangan SKPD 

 Penyusunan 
Perencanaan dan 
Penganggaran SKPD 

Sumber:  Dinas Koperasi, UKM Provinsi maluku 
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2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

 

Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan 

Reformasi  Birokrasi  Nomor  Nomor  53  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Perjanjian  Kinerja  adalah  lembar/dokumen  yang  berisikan  penugasan  dari  pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan  yang  disertai  dengan  indikator  kinerja.  Melalui  perjanjian  kinerja, 

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi 

amanah  atas  kinerja  terukur  tertentu  berdasarkan  tugas,  fungsi  dan  wewenang  serta 

sumber  daya  yang  tersedia.  Kinerja  yang  disepakati  tidak  dibatasi  pada  kinerja  yang 

dihasilkan  atas  kegiatan  tahun  yang  bersangkutan,  tetapi  termasuk  kinerja  (outcome) 

yang  seharusnya  terwujud  akibat  kegiatan  tahun-tahun  sebelumnya.  Dengan  demikian 

target  kinerja  yang  telah  diperjanjikan  juga  mencakup  outcome  yang  dihasilkan  

dari kegiatan  tahun-tahun  sebelumnya,  sehingga  terwujud  kesinambungan  kinerja  

setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilita, transparansi dan kinerja aparatur; 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

 

 

Perjanjian Kinerja ini sekaligus merupakan Indikator Kinerja Kunci sebagaimana yang 

ditetapka, oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

Tabel 6 

Perjanjian Kerja tahun 2021 

Dinas Koperasi UKM  

 

 

 

 

Tabel 7 

Program dan Pagu Anggaran 

 

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 

1 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH  

 

Rp. 2.759.697.728,- 

 

APBD 

    

2 PROGRAM PENILAIAN 

KESEHATAN 

KSP/USP/KOPERASI  

 

Rp. 99.998.400,- 

 

APBD 

    

3 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN DAN 

PERLINDUNGAN 

 

Rp. 164.524.046.- 

 

APBD 

 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 2021 

 
 
 

I 

 

 

Meningkatnya 

Pertumbuhan 

Koperasi dan UKM 

Persentase Koperasi 

Aktif 
66.30% 

Jumlah Usaha Kecil 

dan Menengah 
59.81% 

Presentasi 

KoperasiBerkualitas 
17,08% 

 

 

II 

Meningkatnya 

kemudahan berusaha 

bagi Koperasi dan 

UKM 

Jumlah Koperasi dan UKM 

yang mendapatkan bantuan 

perkuatan 
25 

  Jumlah Wirausaha 

Baru 
50 
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KOPERASI  

    

4 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

USAHA MENENGAH  

USAHA KECIL DAN 

USAHA MIKRO (UMKM) 

 

Rp. 2.830.000.000,- 

 

APBD 

    

Sumber data : Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku 

 

Ambon,   Februari 2022 
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AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan 

hukum atau  pimpinan  kolektif  secara  transparan  mengenai  keberhasilan  atau  kegagalan  

dalam melaksanakan  misi  organisasi  kepada  pihak-pihak  yang  berwenang  menerima  

pelaporan akuntabilitas/pemberi  amanah. 

Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Provinsi Maluku 

merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian 

kinerja yang diperjanjikan Tahun 2021 

Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Provinsi Maluku selaku pengembang   amanah   

masyarakat   melaksanakan   kewajiban   berakuntabilitas   melalui penyajian Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Provinsi Maluku yang dibuat 

sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 

239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah 

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan   Tata   Cara   

Reviu   atas   Laporan   Kinerja   Instansi   Pemerintah.   Laporan   tersebut memberikan gambaran 

penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan 

dalam dokumen Renstra Tahun 2019 - 2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan 

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan  dan  kegagalan  

pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan  program,  sasaran  yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi 

dan Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Maluku 

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian 

indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 

atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Dalam tahun Anggaran 2021 pengukuran 

kinerja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil  Menengah Provinsi Maluku 

meliputi pengukuran kinerja atas capaian kinerja sasaran strategis dan pengukuran kinerja 

kegiatan. Pengukuran kinerja sasaran strategis merupakan capaian yang dihasilkan dengan 

BAB III 
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membandingkan rencana indikator kinerja, sasaran strategis yang direncanakan dengan 

realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang dapat dicapai. Pengukuran kinerja kegiatan 

dilakukan dengan membandingkan indikator input, output, dan outcome yang direncanakan 

dengan indikator input, output, dan outcome yang dapat dicapai dalam tahun yang 

bersangkutan. 

Dalam tahun Anggaran 2021, sasaran strategis yang akan dicapai dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Dinas Koperasi  Usaha Kecil    

Menengah Provinsi Maluku meliputi 2 sasaran strategis dengan 5 Indikator. Secara umum, 

indikator kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan sudah dapat dirumuskan sampai dengan 

indikator kinerja outcome dari masing-masing kegiatan. Walaupun demikian ada juga 

permasalahan yang dihadapi dalam menghitung capaian kinerja adalah berkaitan dengan 

data kinerja yang mendukung capaian indikator outcome yang dipakai. Oleh karena itu 

beberapa kegiatan yang sulit dalam menentukan data kinerjanya, pengukuran pencapaian 

kinerja dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan satuan persentase dengan dasar 

pemikiran. Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara 

menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut.Sebagai 

langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu 

dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. Capaian Indikator Kinerja Utama 

diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat 

mencapai kinerjanya. 

Indikator Kinerja Utama menggambarkan outcome dari program-program utama 

Dinas Koperasi Usaha Kecil  Menengah Provinsi Maluku yang merupakan penjabaran dari 

kebijakan yang telah dirumuskan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan 

sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.  Tabel dibawah ini disajikan indikator kinerja 

Utama. 

A. Kerangka Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi 

dan visi instansi pemerintah. 

Pengukuran  kinerja  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 
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2017   Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian 

indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya 

masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas 

indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian 

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja 

sasaran. 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk 

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak 

tercapainya kinerja yang diharapkan. 

Dalam laporan ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Maluku dapat 

memberikan gambaran  penilaian  tingkat  pencapaian  target  kegiatan  dari  masing-masing  

kelompok Indikator  Kinerja  Kegiatan,  dan  penilaian  tingkat  pencapaian  target  sasaran  dari  

masing- masing  Indikator  Kinerja  sasaran  yang  ditetapkan  dalam  dokumen  Renstra  2019  -  2021 

maupun  Rencana  Kerja  Tahun  2021.  Sesuai  ketentuan  tersebut,  pengukuran  kinerja digunakan 

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,   sasaran   

yang   telah   ditetapkan   dalam   mewujudkan   misi   dan   visi   instansi pemerintah. Pelaporan  

Kinerja  ini  didasarkan pada  Perjanjian  Kinerja  Dinas  Koperasi  Dan Usaha Mikro Tahun 2021 telah 

ditetapkan   sebanyak 2 sasaran Strategis  dan 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian 

sebagai berikut : 
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TABEL 7 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
FORMULASI 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Meningkatnya 

Pertumbuhan 

Koperasi dan UKM 

Persentase 

Koperasi Aktif 

Jumlah koperasi aktif 
setiap tahun 

/ Jumlah seluruh 

koperasi x 100% 

Jumlah Usaha Kecil dan  
Menengah 

Jumlah UKM 
setiapTahun 

Presentasi Koperasi 

yang berkualitas 

Jumlah koperasi yang 

Melakukan  RAT 

setiap tahun 

 

Jumlah Wirausaha 

Baru 

Pertumbuhan 

wira Usaha baru 

setiap tahun 

2 Meningkatnya 

kemudahan 

berusaha bagi 

Koperasi dan 

UKM 

Jumlah Koperasi dan 
UKM yang mendapatkan 
bantuan perkuatan 

Pemberiaan batuan 

bagi Koperasi dan 

UKM setiap tahun 

      Sumber data : dinas Koperasi  UKM Provmal 

 

 

3.1  Capaian Indikator Kinerja Utama 

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  

Untuk  setiap  pernyataan  kinerja  sasaran  strategis  tersebut  dilakukan  analisis capaian 

kinerjanya dengan rincian sebagai berikut : 

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel  8 

Analisis Mengenai Capaian Sasaran Dan Indikator 

 

Sumber data : dinas Koperasi  UKM Provmal 

 

 

 Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Pertama  

 Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi terhadap indikator Presentase koperasi aktif, 

menunjukan bahwa target kinerja tahun 2021 sebesar 66.30% mengalami kenaikan sebesar 

67,02% , meskipun dalam keadaan pademi covid 19, namun pencapaian kinerja Sasaran tersebut 

rata-rata sebesar 66.85 %. mengalamai kenaikan dari jumlah koperasi aktif tahun 2020  sebesar 

2.355 menjadi 2.491 di Tahun 2021 dari total koperasi aktif dari Provinsi Maluku. . begitu juga 

untuk usaha kecil dan Menengah target tahun 2021 sebesar, 57.923 mengalami kenaikan yang 

cukup signifikan yakni 91.221 dengan capaian kinerja sebesar 157,48% , namun yang 

mengalami penurunan atau tidak tarcapai target yaitu presentasi jumlah koperasi yang 

berkualitas, targetnya sebesar 17,78%  dari jumlah Koperasi yang ada di Maluku namun tidak 

mencapai target  dikarena  pademi Covid 19 sehinggga pemotongan Anggaran pada Kegiatan 

tersebut mengurangi pelaksanaan Pengukuran Koperasi berkualitas di masng-masing 

Kabupaten/kota di Provinsi maluku. 

 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Kedua  

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

TARGET 

2021 

 

REALISASI 

 

CAPAIAN  

 

KET 

 

 

 

I 

 

 

Meningkatnya 

Pertumbuhan 

Koperasi dan UKM 

Persentase Koperasi 
Aktif 

 
66.30% 

 
67,2 % 

 
66.85 

Telah 
mencapai 

target  

Jumlah Usaha Kecil 
dan Menengah 59.81% 

 
9.221 % 

 
154.40% 

Telah 
mencapai 

target 

Presentasi 
KoperasiBerkualitas 

 
17,08% 

 
0 

 
0 

 Tidak 
mencapai 

targetb  

 

 

II 

Meningkatnya 

kemudahan berusaha 

bagi Koperasi dan 

UKM 

Jumlah Wirausaha 
Baru  

50 

 
 

1.380 

 
 

2.670 % 

Telah 
mencapai 

target 

  Jumlah Koperasi dan 

UKM yang mendapatkan 

bantuan perkuatan 
25 

 

29 

 

116 % 

Telah 
mencapai 

target 
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Meningkatnya, kemudahan berusaha terhadap indikator wirausaha baru, menunjukan 

bahwa target kinerja tahun 2021 sebesar 50 orang wirausaha baru mengalami penigkatan 

melebihi target yang ingin dicapai sebesar 1380 orang atau sebesar 2760 %, peningkatan 

sumber daya manusia melalui pendidkan dan Pelatihan salah faktor pendorong peningkatan 

wirausaha baru yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan, 

demikian juga bagi dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku tetap memperhatikan Koperasi 

dan UKM dengan memberi bantuan permodalan melalui indikator kinerja Jumlah Koperasi dan 

UKM yang mendapatkan bantuan perkuatan yang ditargetkan 2021 hanya 25  KUMKM 

mengalami peningkatan sebasar 29  KUMKM yang mendapatkan bantuan mengalami 

peningkatan sebasar 116% . pademi covid 19 mendorong perkuatan bagi Koperasi dan UKM 

untuk tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang sedang melemah yang tetap dilakukan oleh 

Dinas koperasi dan UKM Provinsi Maluku. 

 

Tabel  9 

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 

antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

 

    Sumber data : dinas Koperasi  UKM Provmal 

 

 

NO SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

 

 

Tahun 2020 

 

 

Tahun 2021 
Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

Real. 

Kinerja 

Cap. 

Kinerja 

 

 

 

I 

 

 

Meningkatnya 

Pertumbuhan 

Koperasi dan UKM 

 
Persentase Koperasi 
Aktif 

 
 

64.99 % 

 
 

67.08 

 
 

67,2 % 

 
 

66.85 

Jumlah Usaha Kecil Dan 
Menengah 

 
56.78% 

 
91.221 

 
9.221 % 

 
154.40% 

 
Presentasi Koperasi 
Berkualitas 

16.92 2.84% 
 
0 

 
0 

 

 

II 

Meningkatnya 

kemudahan berusaha 

bagi Koperasi dan 

UKM 

Jumlah Wirausaha Baru 

50 70 

 

 

1.380 

 
 

2.670 % 

  Jumlah Koperasi dan 

UKM yang mendapatkan 

bantuan perkuatan 
 

25 

 

60 

 

 

29 

 

 
 

116 % 
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Analisis perbandingannya : 

 

Berdasarkan  tabel  tersebut di atas ,  diketahui  bahwa  perbandingan  realisasi  kinerja 

dan capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku pada tahun 2020  dengan tahun 

2021 mengalami capaian meningkat serta ada yang berfluktuasi setiap tahunnya. 

Sasaran Pertama Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UKM  memiliki 2  

dua) indikator Presentasi koperasi Aktif dan  Presentasi Koperasi Berkualitas untuk 

prsentasi koperasi aktif  target kinerja tahun 2020 target realisasi kinerja sebesar   64,99 %  

dan capaian kinerja sebesar 67.08 % dan   tahun 2021 realisai kinerja  kenaikan sebesar 

67,02% , meskipun dalam keadaan pademi covid 19, namun pencapaian kinerja Sasaran 

tersebut rata-rata sebesar 66.85 %. mengalamai kenaikan dari jumlah koperasi aktif tahun 

2020  sebesar 2.355 menjadi 2.491 di Tahun 2021. begitu juga untuk usaha kecil dan 

Menengah target tahun 2021 sebesar, 57.923 mengalami kenaikan yang cukup signifikan 

yakni 91.221 dengan capaian kinerja sebesar 157,48%  namun koperasi berkualiatas tidak 

bisa dilaksanakan dalam  2 tahun berturut dikarenakan jumlah Anggran yang tersedia tidak 

mencukupi sehingga pelaksanannya tidak bisa dilaksnakan terkait dengan Indikator 

Koperasi berkualitas ini akan mengalami perubahan dalam penyusunan Renstra Perubahan 

Dinas koperasi UKM Provinsi Maluku tahun 2023 

Pada  sasaran  strategis  Kedua Meningkatnya kemudahan berusaha bagi Koperasi dan 

UKM dengan 2 indikator  yaitu    jumlah  wirausaha baru dan Jumlah Koperasi dan UKM yang 

mendapatkan bantuan perkuatan,  Wirausaha baru di tahun 2020 ditargetkan sebsar 

50 orang Wirausaha capain kinerja sebesar 70  orang Wirausaha,  ini melebihi 

target yang ditetapkan disebabkan ada kemauan dan kerja keras dari 11 kabupaten 

kota yang membidangi koperasi dan UKM  yang mendorong adanya peningkatan 

wirausaha pemula setiap tahunnya begitu juga ditahun 2021 target capain sebesar 

50 orang dan capain kinerja sebanyaknya 1.380 orang Wirausaha merupakn angka 

yang luar biasa melebihi target yang ditetapkan ini disebabkan anggaran yang 

tersedia untuk penciptaan wirausaha baru terus ditingkakan serta pemahaman dan 

peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan merupakan 

salah satu faktor pendorong meningkatnya wirausaha baru  di Provinsi Maluku. 
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Output yang dihasilkan dari Kegiatan Pameran dan Promosi Produk Koperasi dan UKM 

adalah Terlaksananya Pameran dan Promosi Bagi Koperasi dan UKM , sedangkan Outcome 

yang dihasilkan adalah Para pelaku wirausaha dapat memamerkan dan mempromosikan 

produk secara umum. 

 

A. Realisasi Anggaran 

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana keberhasilan yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi serta dengan cara 

membandingkan kinerja nyata (realisasi) terhadap kinerja yang direncanakan (target) dari 

masing-masing kegiatan. 

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi 

dan UKM mengalokasi anggaran sebesar Rp 18.816.698.003,- Terdiri dari Belanja Tidak 

Langsung sebesar Rp 6.152.223.138,- dan belanja langsung sebesar Rp. 12.664.474.865,- 

Dibawah ini disajikan program dan kegiatan dengan Pagu Anggaran yang dialokasikan 

pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku Tahun 2021 

 

 

 

Tabel 10 

 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN 

KSP/USP KOPERASI 

 

Kegiatan Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Presentasi 

(Rp) 

Sisa Pagu 
(Rp) 

Mengukur Tingkat 

Kesehatan Koperasi 

 
99.998.400,- 

 
99.667.000 

 
99.67 % 

 
331.400,- 

     

 

 

I. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP KOPERASI 

Dengan Pagu Anggaran untuk kegiatan Bimtek RAT sebesar Rp. 99.096.546,-

yang dialokasikan ke 5 Kabupaten/Kota dengan Target Koperasi yang 

dilibatkan dalam kegiatan Bimtek adalah 5 (lima) koperasi per Kabupaten/Kota 

= 25 (dua puluh lima) Koperasi dan pelaksanaannya tercapai lebih dari target = 
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41 (Empat puluh satu) Koperasi bertambah sebesar 16 Koperasi atau naik 

sebesar (64 %)  dan mendukung pelaksanaan kegiatan Penilaian Kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi di 

5 Kabupaten/Kota dengan target = 5 (lima) KSP/USP Koperasi dapat terlaksana 

melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 12 Koperasini berarti 

terlakasana lebih dari target yang ditetapkan sebelumnya, dengan realisasi 

Anggaran sebesar   Rp. 99.667.000,-. 

Tabel 11 

 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 

 

Kegiatan Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Presentasi 

(Rp) 

Sisa Pagu 
(Rp) 

Verifikasi Data Keragaan 

Koperasi 

94.950.000,- 23.148.500,- 24 % 71.801.500 

 

II. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 

 

a. Verifikasi Data Keragaan Koperasi dengan pagu Anggaran 94.950.000,- 

direncanakan dilaksanakan pada 6 Kabupaten/Kota  hanya dapat dilaksanakan 

pada 2 Kabupaten/Kota dengan realisasi Anggaran sebesar    Rp. 23.148.500,-

Terlaksana 2 (dua) Kabupaten atau sebesar (33,33 %) Pelaksanaan kegiatan tidak 

tercapai sesuai target yang ditetapkan.  

b. Selain pelaksanaan kegiatan yang didukung dengan sumber APBD pada Bidang 

Kelembagaan dan Pengawasan juga difasilitasi untuk pelaksanaan Pengawasan 

pada KSP/USP Koperasi Primer Provinsi melalui sumber dana APBN 

Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan realisasi pelaksanaannya sebayak 9 

Koperasi atau lebih dari target sebanyak 2 Koperasi (28,57 %) yang hasil opininya 

bervariasi. 
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              Tabel 12 

 Program Pemberdayaan Usaha Menengah,  

Usaha Kecil dan Usaha Mikro 

 

Kegiatan Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Presentasi 

 

Sisa Pagu 
(Rp) 

Wirausah Pemula  3.079.990,000,- 3.044.921.355,- 98.86 % 35.068.645,- 

 

III. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro 

Sub kegiatan Wirausaha Pemula pagu Anggaran 3.079.990,000,- dilaksanakan pada 

11 kabupaten/kota dengan target hanya 50 orang namun melenbihi dari target yang 

ditetapkan yaitu sebesar 1.380 dengan bantuan masing-masing sebsar Rp. 

2.000.000,sisa  Anggaran sebesar  Rp. 35.068.645,- .dari aspek kinerja memilki 

peringkat 1 di indoensia yang fokus pada wirausaha pemula tapi dari sisi rasio masih 

petrlu dibenahi lagi. 

 

Tabel 13 

 Program Pengembangan UMKM 

Kegiatan Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Presentasi 

 

Sisa Pagu (Rp) 

Bimbingan Teknis Kelayakan 

Usaha Bagi Perempuan Pelaku 

Usaha. (UP2K) 

 

884.266.874,- 729.232.124,- 82,47 155.034.750 

 

IV. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro 

a. Program Bimtek Kelayakan Usaha Bagi Perempuan Pelaku Usaha juga adalah 

Program yang dikemas bekerja sama dengan ibu-ibu Tim Penggerak PKK 

Provinsi Maluku pada Pokja 2  yang menangani ekonomi keluarga, 

sebagaimana kegiatan Sosialisasi Koperasi bagi kelompok UP2K maka 

kegiatan ini adalah merupakan kegiatan lanjutan untuk pemahaman secara 

mendalam khusus dalam analisa penempatan usaha yang dilaksanakan dengan 

penerapan Perencanaan Usaha yang lebih konferhensif guna menjawab 

berbagai kebutuhan peningkatan ekonomi secara umum, yang harus di masuki 

oleh pelaku usaha khususnya pelaku usaha perempuan yang tentu saja harus 
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berhadapan dengan pesaing, pemasok barang, pelepas uang, pengusaha besar 

lainnya dalam lingkungan wilayah Kecamatan maupun Kabupaten setempat. 

b. Materi yang disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UKM lebih banyak 

menyoroti persoalan Perencanaan Usaha sampai dengan menyusun Studi 

Kelayakan Usaha serta untuk  meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan 

ketrampilan ibu-ibu selaku pelaku usaha  dalam merancang,  mengelola dan 

memprediksi perkembangan serta masa depan usaha yang akan dijalankan atau 

sedang dijalankan. Sekaligus dilakukan Latihan berupa Kertas kerja  dalam 

membuat proposal mini dan contoh soal perhitungan Net Present Value (NPV). 

c. Sewaktu-waktu dapat menjadi kebutuhan Lembaga Keuangan, jika usaha 

mereka harus masuk pada Lembaga Keuangan Perbankan ataupun Non 

Perbankan sebagai lembaga Pemasok Modal yang tentunya sangat dibutuhkan 

bagi usaha-usaha skala mikro dan ultra mikro. 

  

Tabel 14 

PROGRAM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Kegiatan Pagu Realisasi Presentasi Sisa Pagu 

 

PenyelanggaranKPD 
 

70.000.000,- 
 

67.759.000,- 
 

96.80 
 

2.241.000,- 

 

Program Perencanaan pembangunan daerah 

Penyelanggaran Forum SKPD anggaran yang tersedia sebasar Rp 70.000.000,-realisasi 

anggaran sebasar Rp 67.759.000,- atau sebasar 96.80 % sisa anggaran yang tersedia dalam 

kegiatan ini sebasar Rp 2.241.000,-, kegiatan forum SKPD tahun 2021 semesti dilakukan 

di Seram bagian Timur  terpaksa harus dilakukan di Kota Ambon disebabkan karena masih 

tnggi angka penderita Covid 19 sehingga dukungan dari pemerintah pusat lewat dan yang 

bersumber dari  APBN ditunda dan ak dilaksanakan di tahun 2023 

Dari  beberapa tabel diatas yang telah disajikan #realisasi anggaran pada Dinas 

Koperasi dan UKM dapat dilihat seluruh Program dan kegiatan dilaksanakan rata-rata 85 

% meskipun disadari pendemi covid 19 dan rasionalisasi Anggaran mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap program das Koperasi dan UKM. 

Keseluruhan realisasi laporan Keuangan Dinas Koperasi UKM( terlampir ) 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

 

4.1 Kesimpulan  

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2021 Dinas Koperasi 

Usaha Kecil Dan  Menengah Provinsi Maluku telah dicapai. yaitu dari 2 Sasaran  

dan  5 indikator kinerja sudah tercapai  dan terpenuhi. 

a. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi terhadap indikator Presentase koperasi 

aktif, menunjukan bahwa target kinerja tahun 2021 sebesar 66.30% mengalami 

kenaikan sebesar 67,02% , meskipun dalam keadaan pademi covid 19, namun 

pencapaian kinerja Sasaran tersebut rata-rata sebesar 66.85 %. mengalamai 

kenaikan dari jumlah koperasi aktif tahun 2020  sebesar 2.355 menjadi 2.491 di 

Tahun 2021. begitu juga untuk usaha kecil dan Menengah target tahun 2021 

sebesar, 57.923 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni 91.221 

dengan capaian kinerja sebesar 157,48% , namun yang mengalami penurunan 

atau tidak tarcapai terget yaitu presentasi jumlah koperasi yang berkualitas, 

targetnya sebesar 17,78% namun tidak mencapai target  dikarena  pademi Covid 

19 sehinggga pemotongan Anggaran pada Kegiatan tersebut mengurangi 

pelaksanaan Pengukuran Koperasi berkualitas di masng-masing 

Kabupaten/kota di Provinsi maluku. 

b. Meningkatnya, kemudahan berusaha terhadap indikator wirausaha baru, 

menunjukan bahwa target kinerja tahun 2021 sebesar 50 orang wirausaha baru 

mengalami penigkatan melebihi target yang ingin dicapai sebesar 1380 orang 

atau sebesar 2760 %, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidkan dan 

Pelatihan salah faktor pendorong peningkatan wirausaha baru yang dapat 

menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan, demikian juga 

bagi dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku tetap memperhatikan Koperasi 

dan UKM dengan memberi bantuan permodalan melalui indikator kinerja 

Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan bantuan perkuatan yang 

ditargetkan 2021 hanya 25  KUMKM mengalami peningkatan sebasar 29  

KUMKM yang mendapatkan bantuan mengalami peningkatan sebasar 116% . 

pademi covid 19 mendorong perkuatan bagi Koperasi dan UKM untuk tetap 

bertahan dalam kondisi ekonomi yang sedang melemah yang tetap dilakukan 
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oleh Dinas koperasi dan UKM Provinsi Maluku. Faktor utama keberhasilan 

tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 

Provinai Maluku antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan 

dan jajaran staf Dinas Koperasi Usaha Kecil  Menengah Provinai Maluku 

  

 

 

4.2 SARAN 

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 

tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik, namun belum sesuai dengan harapan yaitu 

sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa capaian indicator kinerja sasaran 

strategis dengan capaian sangat baik dan cukup. Hal ini disebabkan karena pada 

tahun 2021 masih dalam pandemic covic 19 yang sangat berpengarug terhadap 

pencapaian indicator kinerja.Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021, maka untuk 

kedepannya, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Maluku akan nmengevaluasi kembali 

target kinerja yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi data terakhir dan 

terus melakukan optimalisasi dalam meningkatkan pemberdayaan Koperasi, UKM 

di Provinsi Maluku. Selain itu, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Maluku akan terus 

berupaya untuk meningkatkan koordinasi, baik internal maupun eksternal dengan 

instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan 

serta monitoring evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan, terutama selama 

tahun 2021. 

Demikian Laporan Kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku  Tahun Anggaran 

2021 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik. 

Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan 

perencanaan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas Koperasi, 

UKM Provinsi Maluku  di masa yang akan datang. 
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LAMPIRAN : 



1 3 4 5 6 7

Koperasi, Usaha Kecil Menengah 18.816.698.003            16.582.206.710           88,12      (2.234.491.293)            

I 6.152.223.138               5.217.612.026              84,81      (934.611.112)                

II 12.664.474.865            11.364.594.684            89,74      (1.299.880.181)            

01 1.01 4.899.649.889                  4.511.832.170                  92,08      (387.817.719)                   

01

Penyusunan Dokumen Peencanaan Perangkat 

Daerah 70.000.000                        67.759.000                        96,80         (2.241.000)                        

07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 524.438.000                      491.418.050                     93,70         (33.019.950)                      

1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah

03

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD 201.774.000                      114.690.000                     56,84         (87.084.000)                      

1.05

02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 7.875.000                          7.600.000                          96,51         (275.000)                           

09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

BerdasarkanTugas dan Fungsi 203.803.000                      195.110.800                     95,73         (8.692.200)                        

1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

01

Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 15.988.261                        15.901.250                        99,46         (87.011)                              

03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 108.517.436                      108.483.616                     99,97         (33.820)                              

05 Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan 53.672.548                        51.095.212                        95,20         (2.577.336)                        

06

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 20.102.000                        20.055.000                        99,77         (47.000)                              

07 Penyediaan Bahan Material 134.591.646                      133.373.490                     99,09         (1.218.156)                        

08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 65.212.000                        61.919.700                        94,95         (3.292.300)                        

09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 393.138.000                      367.018.570                     93,36         (26.119.430)                      

DATA REALISASI APBD JANUARI S/D DESEMBER 2021

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI MALUKU 

TAHUN ANGGARAN 2021

NO URAIAN
PERUBAHAN 

ANGGARAN         (Rp)
REALISASI             (Rp) % SISA LEBIH (KURANG) KET.

2

Gaji dan Tunjangan

Program Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



1.07

06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 148.591.880                      147.678.592                     99,39         (913.288)                           

1.08

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 41.406.000                        38.071.300                        91,95         (3.334.700)                        

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik 191.125.500                      132.343.824                     69,24         (58.781.676)                      

04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.993.125.358                  1.944.030.006                  97,54         (49.095.352)                      

1.09

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 254.280.000                      243.710.667                     95,84         (10.569.333)                      

02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau lapangan
7.880.000                          5.155.170                          65,42         (2.724.830)                        

06 Pemelihraan Peralatan dan Mesin Lainnya 77.800.000                        60.455.600                        77,71         (17.344.400)                      

09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 95.667.000                        93.690.000                        97,93         (1.977.000)                        

1.10

Pemeliharaan Barang  milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 290.662.260                      212.272.323                     73,03         (78.389.937)                      

Pengedaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  

Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah



04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 99.998.400                        99.667.000                       99,67         (331.400)                           

04 1.01

Penilaian Keshatan Koperasi Simpan 

Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang 

Wilayahnya Keanggotaannya Lintas  Daerah 

Kabupaten Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 99.998.400                        99.667.000                        99,67         (331.400)                           

05 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 2.417.093.506                  2.184.875.583                  90,39         (232.217.923)                   

05 1.01

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi 

koperasi yang wilayah lintas daerah 

kabupaten/kota dalam satu daerah 2.417.093.506                  2.184.875.583                  90,39         (232.217.923)                   

06

Program Pemberdayaan dan Perlindungan 

Koperasi 1.164.524.046                  761.003.302                     65,35         (403.520.744)                   

06 0,1

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 

Yang Keanggotaannya Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu ) Daerah 

Provinsi

01

Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, 

Penataaan Manajemen, Standarisasi dan 

Restrukturisasi Usaha 85.000.000                        84.561.861                        99,48         (438.139)                           

02

Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses 

Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan 

Kelembagaan , Penataan manajemen, 

Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha 1.079.524.046                  676.441.441                     62,66         (403.082.605)                   

07

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, 

Usaha Kecil dan Usaha Mikro 3.159.300.450                  3.123.066.605                  98,85         (36.233.845)                     

07 1.01

Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan 

melalui pendataan, kemitraan, kemudahan 

perijinan, penguatan kelembagaan, dan 

koordinasi dengan pemangku kepentingan



01

Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi 

usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat 

meningkatkan penciptaan lapangan kerja, 

pemerataan pendapatan,  pertumbuhan 

ekonomi dan pengentasan kemiskinan 3.159.300.450                  3.123.066.605                  98,85         (36.233.845)                      

08 Program Pengembangan UMKM 923.908.574                      684.150.024                     74,05         (239.758.550)                   

08 1.01

Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi 

Peningkatan Skla Usaha menjadi Usaha 

Menengah

01

Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber 

Daya Manusia serta Desain dan Teknologi 923.908.574                      684.150.024                     74,05         (239.758.550)                   

Jumlah 18.816.698.003            16.582.206.710           88,12      (2.234.491.293)            

Ambon, Desember 2021


